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PARIPURNA PENYAMPAIAN NOTA KEUANGAN PERTANGGUNGJAWABAN 
PELAKSANAAN APBD 2023 

 
Sumber Gambar: 

https://halosemarang.id/wp-content/uploads/2024/05/a9c76c8a-7cd5-43dd-9f6f-ec8b7677edbd.jpg 

 

Isi Berita:   

HALO KENDAL – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kendal, 

menggelar Rapat Paripurna dalam rangka Penyampaian Nota Keuangan 

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 

Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 dan Pembukaan dan Penutupan Masa Sidang 

DPRD Kabupaten Kendal, di Ruang Paripurna DPRD Kendal, Rabu (15/4/2024). 

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun didampingi Wakil Ketua 

Akhmat Suyuti dan Anurrochim serta dihadiri 28 Anggota DPRD Kendal. 

Sementara dari Pemkab Kendal, hadir Bupati Kendal Dico M Ganinduto, jajaran 

Forkopimda, Sekda Kendal, para Staf Ahli Bupati, para Asisten, para Kepala OPD dan para 

Camat. 

Ketua DPRD Kendal, Muhammad Makmun dalam sambutannya menyampaikan, 

berdasarkan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah, bahwa Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah 

(Raperda) tentang Pertanggung-jawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa Laporan 

Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta ihtisar 

Laporan Kinerja BUMD selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. 
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“Sehubungan dengan itu kami persilakan kepada Bupati Kendal, untuk menyampaikan 

pengantar Nota Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023,” ujar Makmun. 

Pada kesempatan itu dirinya berharap, kerja sama yang terjalin dengan baik selama ini 

dapat terus ditingkatkan di masa mendatang, guna mewujudkan pemerintahan yang lebih 

baik dan lebih bersih (good and clean governance). 

“Semoga Allah Subhanahu Wataala senantiasa memberikan bimbingan, petunjuk, 

kemudahan dan meridhoi setiap niat baik kita dalam mewujudkan masyarakat Kendal yang 

lebih maju, lebih makmur, dan lebih sejahtera. Aamiin,” ungkap Makmun. 

Sementara itu, Bupati Kendal, Dico M Ganinduto dalam sambutannya mengatakan, bahwa 

bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 

2023 telah selesai dilakukan 2 tahap pemeriksaan interim (pendahuluan) dan substantif 

(audit rinci) oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 27 Maret 2024. 

Selanjutnya, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas LKPD Tahun Anggaran 2023 telah 

diserahkan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah kepada Bupati Kendal dan 

Ketua DPRD Kendal pada tanggal 19 April 2024. 

“Alhamdulillah, hasil pemeriksaan atas LKPD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023 

kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” ujarnya. 

Dengan demikian, lanjut Bupati, secara berturut-turut dalam delapan tahun terakhir ini 

Pemkab Kendal dapat mempertahankan opini WTP, dan sebagai Pemerintah Daerah 

pertama se-Provinsi Jawa Tengah yang menerima LHP BPK RI Tahun Anggaran 2023. 

Karena Kendal yang pertama menyerahkan LKPD Tahun Anggaran 2023 kepada BPK RI 

dengan menggunakan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara penuh. 

“Pencapaian merupakan upaya dan komitmen bersama dari unsur eksekutif dan legeslatif, 

serta seluruh lapisan masyarakat Kendal dalam setiap tahap pengelolaan keuangan. 

Pencapaian juga merupakan suatu tantangan bagi kita, untuk terus meningkatkan kinerja 

dan komitmen. Sehingga opini WTP dapat dipertahankan dan kualitas pengelolaan 

keuangan daerah dapat ditingkatkan,” ungkapnya. 

Target dan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 

Bupati juga menyampaikan, secara garis besar pelaksanaan APBD Kabupaten Kendal 

Tahun Anggaran 2023, yaitu, target pendapatan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 

dianggarkan sebesar Rp 2.450.177.134.716, dan dapat direalisasikan sebesar Rp 

2.452.995.787.394, atau tercapai sebesar 100,12 persen dari target yang ditetapkan. 
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“Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 2.575.391.457.549, dan 

dapat direalisasikan Rp 2.475.093.332.750, atau tercapai 96,11 persen,” bebernya. 

Sementara pembiayaan terbagi dalam Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran 

Pembiayaan Daerah, lanjut Bupati, meliputi Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 

Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp 151.214.322.833, dan dapat direalisasikan sebesar 

Rp 151.226.927.832, atau tercapai 100,01 persen. 

“Sedangkan untuk Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 dianggarkan 

sebesar Rp 26 miliar, dapat direalisasikan sebesar Rp 26 miliar, atau tercapai 100 persen,” 

lanjutnya. 

Bupati juga menyebut, untuk pembiayaan netto Tahun Anggaran 2023 yang dianggarkan 

sebesar Rp 125.214.322.833, dapat direalisasikan sebesar Rp 125.226.927.832, atau 

tercapai 100,01 persen. 

Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran 2023 

Berdasarkan anggaran dan realisasi APBD Kabupaten Kendal Tahun Anggaran 2023, 

terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) sebesar Rp 103.129.382.477, yang jika 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya, SiLPA APBD Pemerintah Kabupaten Kendal 

Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar 31,80 persen. 

Bupati memaparkan, SiLPA tersebut terdiri atas Sisa kas dan bank di Bendahara Umum 

Daerah sebesar Rp 93.157.432.854, kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp 49.101.587, 

kas di Badan Layananan Umum Daerah (BLUD) RSUD Dr H Soewondo Kendal sebesar 

Rp 3.145.540.707, kas BLUD Puskesmas sebesar Rp 4.795.897.912, dan kas di Bendahara 

BOS sebesar Rp 3.956.987. 

“Kas lainnya sebesar Rp 1.977.452.430, merupakan saldo kas atas pengelolaan dana 

bantuan operasional kesehatan (BOK) pada puskesmas-puskesmas se–Kabupaten Kendal,” 

imbuhnya. 

Pada kesempatan itu Bupati juga menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi 

kepada pimpinan dan seluruh Anggota DPRD Kendal, jajaran Forkopimda 

Kendal, para Kepala Perangkat Daerah, dan ASN di Lingkungan Pemkab Kendal, serta 

seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan dan partisipasi sehingga 

dengan alokasi anggaran yang ada, program kegiatan yang direncanakan dapat 

dilaksanakan dengan baik. 
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“Semoga kerja sama yang baik ini, dapat terus kita tingkatkan di masa mendatang. 

Akhirnya, saya berharap agar Dewan yang terhormat dapat segera mengadakan 

pembahasan untuk menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 ini menjadi Peraturan Daerah,” 

pungkasnya.(Advertorial-HS) 

 

Sumber Berita: 

1. https://halosemarang.id/paripurna-penyampaian-nota-keuangan-pertanggungjawaban-

pelaksanaan-apbd-2023-ini-harapan-ketua-dprd-kendal, “Paripurna Penyampaian Nota 

Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2023, Ini Harapan Ketua DPRD 

Kendal”, tanggal 15 Mei 2024. 

2. https://www.kendalkab.go.id/berita/id/20240515001/bupati_kendal_sampaikan_nota_ke

uangan_pertanggungjawaban_apbd_tahun_2023, “Bupati Kendal Sampaikan Nota 

Keuangan Pertanggungjawaban APBD Tahun 2023”, tanggal 15 Mei 2024. 

 

Catatan : 

 APBD pada dasarnya memuat rencana keuangan daerah dalam rangka melaksanakan 

kewenangan untuk penyelenggaraan pelayanan umum selama satu periode anggaran. 

Tahun anggaran APBD meliputi masa satu tahun, mulai dari tanggal 1 Januari sampai 

dengan tanggal 31 Desember. Sesuai dengan pendekatan kinerja yang diterapkan 

pemerintah saat ini, maka setiap alokasi APBD harus disesuaikan dengan tingkat 

pelayanan yang akan dicapai. Sehingga kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui 

evaluasi terhadap laporan APBD.1 

 Untuk penyusunan rancangan APBD, diperlukan adanya urutan Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS). PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas 

maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan 

dalam penyusunan RKA-SKPD.2 

 

 

                                                 
1 Forum Media Online, “Proses Penyusunan APBD dan Perubahan APBD”, diakses dari : PROSES 

PENYUSUNAN APBD DAN PERUBAHAN APBD | Forum Media (ijaanambas.blogspot.com), pada 
tanggal 6 Oktober 2022, pukul 08:20 

2 Ibid 
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 Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan 

Evaluasi Penyelenggaraan Daerah, pada: 

1. Pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah 

daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun 

anggaran. 

2. Pasal 1 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Keterangan Pertanggungjawaban yang 

selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah 

daerah kepada dewan perwakilan rakyat daerah yang memuat hasil penyelenggaraan 

urusan pemerintahan yang menyangkut laporan pertanggungjawaban kinerja yang 

dilaksanakan oleh pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran. 

3. Pasal 3 menyebutkan bahwa Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan: 

a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;  

b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;  

c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan 

daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD, LKPJ dan RLPPD;  

d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan 

pemerintahan daerah;  

e. penyusunan rancangan LPPD, LKPJ dan RLPPD; dan  

f. penetapan dokumen LPPD, LKPJ dan RLPPD yang disampaikan kepada 

pemerintah, dewan perwakilan rakyat daerah dan masyarakat. 

4. Pasal 14 ayat (1) menyebutkan bahwa Ruang lingkup LKPJ meliputi : 

a. hasil penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah 

yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;  

b. hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan. 

5. Pasal 18  

a. ayat (1) menyatakan bahwa LKPJ disampaikan oleh kepala daerah dalam rapat 

paripurna dewan perwakilan rakyat daerah yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 

(satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.  

b. ayat (2) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau 

berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku 

pelaksana tugas kepala daerah.  
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c. ayat (3) menyatakan bahwa Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah 

secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ 

disampaikan oleh pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kepala 

daerah. 

6. Pasal 19  

a. ayat (1) menyatakan bahwa Dewan perwakilan rakyat daerah harus melakukan 

pembahasan LKPJ paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah LKPJ diterima. 

b. ayat (2) menyatakan bahwa Pembahasan LKPJ oleh dewan perwakilan rakyat 

daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan: 

a) capaian kinerja program dan kegiatan; dan  

b) pelaksanaan peraturan daerah dan/ atau peraturan kepala daerah dalam 

menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah. 

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara 

a. Pasal 1 angka 11 menyatakan bahwa Opini adalah pernyataan professional sebagai 

kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam 

laporan keuangan. 

b. Pasal 2 

1) ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan 

atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab 

keuangan negara. 

2) ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara. 

c. Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab 

keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara. 

d. Pasal 16 ayat (1) menyatakan Bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan 

keuangan pemerintah memuat opini. 

e. Penjelasan 

1) Romawi I. UMUM, D. Hasil Pemeriksaan dan Tindak Lanjut menyatakan 

bahwa Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan 

dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan 

selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Pemeriksaan kinerja 
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akan menghasilkan temuan, kesimpulan, dan rekomendasi, sedangkan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu akan menghasilkan kesimpulan. Setiap 

laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai 

dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya 

bersama pihak terkait. 

2) Romawi II. PASAL DEMI PASAL 

Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Opini merupakan pernyataan profesional 

pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam 

laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar 

akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), 

(iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas 

sistem pengendalian intern. Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan 

oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (unqualified opinion), 

(ii) opini wajar dengan pengecualian (qualified opinion), (iii) opini tidak wajar 

(adversed opinion), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer 

of opinion). 

 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan, yang selanjutnya 

disingkat BPK, adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Pasal 2 menyatakan bahwa BPK merupakan satu lembaga negara yang bebas dan 

mandiri dalam memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. 

c. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, 

Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik 

negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan Lembaga atau 

badan lain yang mengelola keuangan negara. 
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Catatan Akhir: 
 Empat Jenis Opini BPK 

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 terdapat 4 (empat) jenis Opini yang diberikan oleh 
BPK RI atas Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah:3 
1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atau unqualified opinion: Menyatakan bahwa laporan 

keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum di Indonesia. 

2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau qualified opinion: Menyatakan bahwa laporan 
keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi 
keuangan, hasil usaha dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku 
umum di Indonesia, kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan. 

3. Opini Tidak Wajar atau adversed opinion: Menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang 
diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu 
sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. 

4. Pernyataan menolak memberikan opini (disclaimer of opinion) atau Tidak Memberikan 
Pendapat (TMP): Menyatakan bahwa Auditor tidak menyatakan pendapat atas laporan apabila 
lingkup audit yang dilaksanakan tidak cukup untuk membuat suatu opini. 

 Keempat jenis opini yang dapat diberikan oleh BPK tersebut dasar utamanya adalah kewajaran penyajian 
pos pos Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Opini WTP merupakan 
impian seluruh institusi baik pusat dan daerah, sebab dengan opini WTP Institusi yang besangkutan dapat 
mengekspresikan akuntabilitasnya sebagai entitas kepada para stakeholdernya (publik/masyarakat). 
Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sebagai wujud pertanggungjawaban APBN/APBD dalam 
rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara menjadi tanggung jawab 
masing-masing entitas pelaporan. Sementara BPK bertanggungjawab dalam melakukan pemeriksaan atas 
pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta memberikan pendapat berupa opini atas Laporan 
Keuangan entitas yang telah diperiksa berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).4 

 

 

 

 

 

Disclaimer : 

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 

informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 

suatu instansi 

 

                                                 
3 BPK RI, “Ragam Opini BPK”, diakses dari: https://www.bpk.go.id/news/ragam-opini-bpk, pada tanggal 17 
Mei 2023, pukul 11:14 
4 Ibid 


